
ABSTRAK PERATURAN 

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK – WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI – WAJIB PAJAK BADAN – 

WAJIB PAJAK INSTANSI PEMERINTAH 

2022 

PERMENKEU RI NOMOR 112/PMK.03/2022 TANGGAL 8 JULI 2022 (BN TAHUN 2022 NO. 660) 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG NOMOR POKOK 

WAJIB PAJAK BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI, WAJIB PAJAK BADAN, DAN WAJIB 

PAJAK INSTANSI PEMERINTAH 

ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan 

Nomor Pokok Wajib Pajak sehubungan dengan ketentuan penggunaan Nomor 

Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak bagi wajib pajak orang 

pribadi yang merupakan penduduk Indonesia berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu 

mengatur ketentuan mengenai Nomor Pokok Wajib Pajak bagi wajib pajak orang 

pribadi yang merupakan penduduk Indonesia, wajib pajak orang pribadi bukan 

penduduk Indonesia, wajib pajak warisan belum terbagi, wajib pajak badan, dan 

wajib pajak instansi pemerintah. 

 

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No.6 Tahun 1983 (LN Tahun 1983 

No.49, TLN No.3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

UU No. 7 Tahun 2021 (LN Tahun 2021 No.246, TLN No.6736), UU No.39 Tahun 

2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), Perpres No.57 Tahun 2020 (LN 

Tahun 2020 No.98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031) 

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 
 

Terhitung sejak tanggal 14 Juli 2022, wajib pajak orang pribadi yang merupakan 

penduduk menggunakan Nomor Induk Kependudukan; dan Wajib Pajak orang 

pribadi bukan Penduduk, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi 

Pemerintah menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam 

belas) digit sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak. Nomor Pokok Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud digunakan pada layanan administrasi perpajakan 

secara terbatas sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Terhitung sejak 

tanggal 1 Januari 2024 Wajib Pajak menggunakan Nomor Induk Kependudukan 

sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 

16 (enam belas) digit dalam layanan administrasi yang diselenggarakan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak. Wajib Pajak menggunakan Nomor Identitas Tempat 

Kegiatan Usaha sebagai identitas tempat kegiatan usaha yang terpisah dari 



tempat atau kedudukan; dan pihak lain yang menyelenggarakan layanan 

administrasi yang mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak harus 

menggunakan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak 

dan Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 16 (enam belas) digit dalam 

layanan dimaksud. 

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai 

pencantuman Nomor Pokok Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit dan 

terbit sebelum tanggal 1 Januari 2024, tetap berlaku dan tidak diperlukan 

pembetulan ataupun penggantian atas ketentuan pencantuman Nomor Pokok 

Wajib Pajak dengan format 15 (lima belas) digit. 

- Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan 

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 8 Juli 2022 dan diundangkan pada 

tanggal 8 Juli 2022 

 


